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ABSTRAK

Kaum difabel merupakan salah satu kelompok yang termarginalkan dalam
kehidupan sosial politik. Marginalisasi kaum difabel diakibatkan terbentuknya
kesepakatan sosial bahwa seorang difabel merupakan individu yang tidak
memiliki kemampuan  apapun, baik dalam urusan prifat maupundalam urusan
publik.  Dalam konteks politik, kaum difabel masih terlalu minim untuk ikut serta
dalam kontes perpolitikan sebagai insan politik yang dapat dipilih. Praktik
perpolitikan di Indonesia, secara historis telah mencoba melakukan
eksperimentasi demokrasi inklusif terhadap kaum difabel, dengan terpilihnya Gus
Dur sebagai presiden difabel. Terlepas dari faktor politis, fakta membuktikan
bahwa Gus Dur sebagai individu yang mengalami difabilitas dapat ikut serta
dalam pusaran politik Indonesia, dan berhasil memperoleh kekuasaan tertinggi,
membuktikan bahwa  pada dasarnya bangsa Indonesia (elit politik) telah berupaya
untuk membangun sebuah politik yang inklusif, sehingga perspektif-perspektif
negatif terhadap kaum difabel diminimalisasi bahkan dihindari, serta dapat
dijadikan pedoman dalam praktik-praktik politik era selajutnya.  Oleh karena itu,
perlu melakukan penelitian mengenai akseptabilitas Gus Dur dalam ruang politik
Indonesia, sebagai bukti sejarah bahwa kaum difabel pun dapat bermain politik
aktif dan menduduki jabatan tertinggi di negara ini.

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) “Bagaimana
Akseptabilitas Gus Dur Sebagai Kaum Difabel Dalam Ruang Politik Indonesia?.
(2) “Bagaimana Konstruksi Demokrasi Inklusif Terhadap Kaum Difabel Berbasis
Nilai Islam DalamKonteks ke-Indonesiaan?. Untuk membedahnya, penulis
menggunakan teori demokrasi dan teori disabilitas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Data-data
diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dan sebagai data pendukung penulis
melakukan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
antropologi politik dan pendekatan normatif.

Temuan yang diperoleh oleh penulis dari hasil penelitian adalah: pertama,
bahwa akseptabilitas Gus Dur dalam politik Indonesia merupakan hasil dari
konsolidasi ashabiyah elit politik. Koalisi partai-partai Islam dan partai berbasis
massa Islam, berhasil mengusung Gus Dur hingga memenangkan kompetisi
pemilihan presiden pada tahun 1999. Meskipun Gus Dur sebagai individu yang
mengalami difabilitas, namun, hal itu tidak menghambat akseptabilitasnya dalam
ruang politik Indonesia. Dengan megabaikan aspek difabilitas yang dialami Gus
Dur, dan lebih mendasarkan pada kemampuan personalnya untuk memimpin
bangsa Indonesia, maka bangsa Inodnesia telah memulai (melakukan
eksperimentasi) untuk terwujudnya demokrasi inklusif, khususnya dalam ranah
politik. Kedua, bahwa konstruksi demokrasi inklusif berbasis nilai Islam dalam
konteks ke-Indonesiaan didasarkan atas lima pilar, yaitu: (1) humanisasi, (2)
liberasi,  (3) transendensi, (merupakan misi sosial prophetic), (4) inclusive society;
(hasil dari penerapan misi sosial profetik). (5) assistant system; (bentuk aplikatif
dari demokrasi inklusif, yang dapat diformulasikan ke dalam tata aturan
perundang-undangan). Kelima pilar tersebut relevan dengan kondisi bangsa
Indonesia, yang memiliki dasar Pancasila dalam bernegara dan memiliki
penduduk mayoritas muslim.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Kementerian Agama dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun

1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta

tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah

sebagai berikut :

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب ba B Be

ت ta T Te

ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)

ج jim J Je

ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ kha Kh ka dan ha

د dal d De

ذ zal Ż zet (dengan titik di atas)

ر ra R Er

ز zai Z Zet

س sin S Es

ش syin Sy es dan ye

ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)

ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di
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bawah)

ع ‘ain ...‘..... koma terbalik di atas

غ gain F Ge

ف fa F Ef

ق qaf Q Qi

ك kaf K Ka

ل lam L El

م mim M Em

ن nun N En

و wau W We

ه ha H Ha

ء hamzah ...' ... Apostrop

ى ya Y Ye

2. Vokal

Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

.......َ....... Fatḥah A a

.......ِ....... Kasrah I i

.......ُ....... Ḍammah U u

Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transiterasi

1. َكتب َ َ Kataba

2. َذكر ِ ُ Żukira

3. َیذھبُ ْ َ Yażhabu
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2. Vokal Rangkap

Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama

…َ◌… ى Fathah dan ya Ai a dan i

....َ◌.. و Fathah dan wau Au a dan u

Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. َكیف ْ َ Kaifa

2. َحول َْ Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama

..…َ◌… ا.…… ى Fatḥah dan

alif atau ya

ā a dan garis di atas

..…ِ◌… ى Kasrah dan

ya

ī i  dan garis di atas

.…ُ◌…  و Dammah dan

wau

ū u dan garis di atas

Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. َقال َ Qāla

2. َقیل ْ ِ Qīla

3. ْیقولُ ُ َ Yaqūlu

4. َرمى َ Ramā
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3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fatḥah, kasrah atau

ḍammah transliterasinya adalah /t/.

b.  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang

    menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  maka Ta

    Marbutah  itu ditransliterasikan  dengan /h/.

Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. ِروضة ُالأطفال َ ْ َ ْ َ َْ Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl

2. َلحةٌ َط ْ Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan

dengan sebuah tanda, yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. َربنا َّ َ Rabbanā

2, َنزل َّ َ Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu .ال 

Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf

Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   dengan

huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Adapun  kata sandang yang
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diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditransliterasikan sesuai dengan aturan  yang

digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan

dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. َالرجُلُ ّ ar-Rajulu

2. َالجلالُ َ al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan

dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir  kata. Apabila

terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  dalam tulisan Arab berupa

huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. َأكل َ َ Akala

2. َتأخذون ْ ُ ُ ْ َ Ta'khudzûna

3. ُالنؤ ْ An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, tetapi

dalam trasliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD

yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka  yang ditulis dengan huruf

kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan,

maka huruf kapital tidak digunakan.
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Contoh:

No. Kalimat Arab Transliterasi

1. ٌوما محمد إلا رسُول ْ َ ََّ ِ ٌَ َّ ُ َ Wa mā Muhammadun illā

rasūl

2. ِ ُ ّ َ ْ َرب العالمینَ ْ ِ َ َ َْ ِّ Al-ḥamdu lillāhi rabbil

'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata,  baik fi’il, isim,  maupun huruf,  ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang sudah lazim

dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua

cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi

1. َوإن الله لھو خیرالرازقین ْ ِ ِ َ ٌ َ َ َ َُ َ َّ ِ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

2. َفأوفوا الكیل والمیزان َ ْ ِْ ْ َْ َ َ ْ ُْ َ Fa aufū al-kaila wa al-mīzaāna
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem politik demokrasi dewasa ini semakin luas. Hal

ini disebabkan karena demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjunjung

tinggi hak-hak asasi manusia. Dengan semboyan HAM dan kebebasan, maka

mayoritas negara di dunia menganut sistem tersebut. Hak asasi manusia dan

kebebasan merupakan ciri utama dari demokrasi, yang mana sistem tersebut

sebagai perlawanan terhadap sistem monarki yang dianggap membatasi

kebebasan dan terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak

kemanusiaan. Selain itu, demokrasi juga dianggap sebagai sistem politik yang

dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Hal tersebut karena

demokrasi merupakan sistem politik yang dikawal langsung oleh rakyat,

sehingga pemerintah (pemegang kebijakan) dalam mengambil keputusan atas

suatu persoalan, mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat.

Secara teoritis, demokrasi dibagi ke dalam dua tipe,yaitu tipe

demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah

sebuah sistem dimana seluruh rakyat ikut dalam pengambilan keputusan tanpa

melalui perwakilan. Praktik demokrasi seperti ini diterapkan di Yunani kuno,

karena pada waktu itu wilayah negara kota tidak seluas seperti wilayah negara

pada saat ini. Selain itu, jumlah penduduk suatu negara kota pada saat itu juga

tidak besar seperti pada negara modern saat ini. Oleh sebab itu, demokrasi
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langsung dapat dipraktikkan dengan baik. Sedangkan demokrasi perwakilan

adalah sebuah sistem dimana masyarakat hanya memilih orang-orang untuk

menjadi wakil di dalam pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat tidak

secara langsung mengambil keputusan publik, karena mereka telah memiliki

perwakilan di lembaga-lembaga pemerintahan.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, masyarakat yang

berada pada alam demokrasi tetap dapat berpartisipasi dalam pemerintahan.

Hal ini dapat dilihat dengan mekanisme pemilihan umum langsung. Pemilihan

umum langsung merupakan bentuk demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat

untuk memilih pemimpin yang kemudian pemimpin tersebut menjadi wakil-

wakil dari masyarakat suatu negara. Oleh karenanya, pemilu langsung bukan

berarti demokrasi langsung. Hal tersebut disebabkan pengertian yang berbeda

antara demokrasi langsung dengan pemilu langsung. Pada prinsipnya

demokrasi apapun, baik demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan,

memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam

politik.

Adapun partisipasi politik masyarakat dapat berupa partisipasi aktif

dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif yaitu suatu partisipasi yang masyarakat

ikut dalam politik praktis, seperti bergabung ke dalam sebuah partai politik.

Sedangkan partisipasi pasif yaitu masyarakat yang hanya berpartisipasi politik

dalam hal-hal tertentu saja, misal dalam hal pemilihan umum.

Terkait dengan partisipasi politik,masyarakat termarginalkan pun

memiliki hak dalam berpolitik, salah satu masyarakat tersebut adalah



3

masyarakat difabel. Masyarakat difabel adalah suatu kelompok masyarakat

yang memiliki kecacatan (difabilitas) tertentu, seperti tunanetra, tuna daksa,

tuna rungu-wicara, dan sebagainya. Orang-orang difabel tersebut pada

dasarnya memiliki hak-hak yang sama, termasuk hak dalam berpolitik.

Kaum difabil di Indonesia, masih mendapatkan perlakuan yang

diskriminatif, dalam konteks ini, penulis melihat adanya diskriminasi dalam

hal politik. Selama ini partisipasi kaum difabil masih dalam hal hak memilih.

Sedangkan dalam hal hak dipilih, belum nampak adanya partisipasinya. Hal

ini disebabkan karena masih banyaknya anggapan bahwa kaum difabel bukan

merupakan individu yang cakap hukum dan anggapan bahwa difabel adalah

sakit. Anggapan-anggapan yang demikian itu akan mempengaruhi pola pikir

masyarakat, baik masyarakat elit politik maupun masyarakat awam, sehingga

dalam pembuatan kebijakan pola pikir yang demikian itu akan mempengaruhi

proses pembuatan kebijakan. Sedangkan masyarakat awam ketika mengetahui

bahwa ada peserta pemilu yang difabel, maka mereka pun memandang remeh,

padahal secara konstitusional hak-hak politik setiap orang telah dijamin.

UUD 1945 sebagai groundnorm, telah memberikan hak kepada warga

negaranya untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.1 Hal tersebut

mengindikasikan, bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis,

telah berupaya untuk melindungi hak-hak politik setiap warga negara melalui

konstitusi. Oleh sebab itu, dengan kata “setiap warga negara” pada ayat

tersebut, memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud warga negara di sini

1 UUD 1945, Pasal 28 D, ayat (3).
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adalah tidak hanya orang-orang yang non difabil saja. Namun, pernyataan

tersebut merupakan aturan hukum yang general bagi siapa saja yang menjadi

warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah difabil.

Hak dipilih merupakan hak politik untuk dapat menduduki suatu

jabatan di dalam pemerintahan. Agar dapat menduduki jabatan pemerintahan

(anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden), maka diperlukan sebuah

kendaraan politik, yaitu partai politik. Fungsi parpol di negara demokrasi

adalah: sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik,

sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik.2 Dalam hal

komunikasi politik terdapat penggabungan kepentingan (interest aggregation)

dan perumusan kepentingan (interest articulation). Dalam ilmu politik

sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang

memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya

berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dalam hal rekrutmen politik

berkaitan dengan seleksi kader baik seleksi menjadi kader maupun seleksi

untuk menentukan kader yang dijadikan sebagai pemimpin nasional.

Sementara itu, sebagai fungsi pengatur konflik memiliki makna bahwa partai

politik dapat membantu dalam proses menyelesaikan konflik-konflik yang

terjadi akibat banyaknya kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat yang

hiterogen.

Berdasarkan fungsi partai politik tersebut, maka kaum difabel pun

memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam politik melalui kendaraan

2 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2010), hlm. 405-409.
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partai politik itu. Dengan demikian, kaum difabel pun berhak untuk menjadi

pemimpin, selama ia cakap hukum dan memiliki kompetensi dibidang yang

dibutuhkan. Oleh sebab itu, erat hubungannya antara akses politik dengan

sistem demokrasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap

warga negara untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang apa pun, termasuk

bidang politik.

Secara historis, Indonesia telah mengalami inklusifitas demokrasi bagi

kaum difabel. Hal tersebut dapat dilihat dengan terpilihnya Abdurrahman

Wahid (Gus Dur) sebagai presiden keempat Indonesia, membuktikan bahwa

masyarakat elit politik bangsa ini dapat menerima kondisi Gus Dur sebagai

seorang yang memiliki difabilitas (tuna netra). Pertanyaan yang muncul

kemudian adalah apakah pada waktu itu suatu peristiwa politik kebetulan saja?

Ataukah memang para politisi dapat menerima dengan bijaksana?, kalau pun

para politisi dapat menerima Gus Dur sebagai presiden, maka apa yang

menjadi pertimbangan para politisi pada waktu itu, sedangkan Gus Dur adalah

seorang difabel. Hal-hal yang demikian itu menjadi problematika besar untuk

merumuskan demokrasi yang inklusif terhadap difabel dalam konteks ruang

politik Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk

memformulasikan konsep demokrasi inklusif agar dikemudian hari persoalan-

persoalan difabilitas dan politik tidak menjadi suatu perdebatan yang ansih.
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B. Pokok Masalah

1. Bagaimana akseptabilitas Gus Dur sebagai kaum difabel dalam ruang

politik Indonesia?

2. Bagaimana konstruksi demokrasi inklusif terhadap kaum difabel berbasis

nilai Islam Dalam Konteks ke-Indonesiaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan para elit politik

dalam menerima Gus Dur dalam ruang politik Indonesia.

b. Untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem

demokrasi inlusif terhadap kaum difabel.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis penelitian ini untuk mencari akar demokrasi inklusif.

b. Secara praktis penelitian ini membuka akses seluas-luasnya bagi kaum

difabel dalam ruang politik Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai sosok Gus Dur telahbanyak dilakukan. Namun,

dari berbagai penelitian tersebut, belum terdapat penelitian yang mengkaji

posisi Gus Dur sebagai difabel yang dapat mengakses politik hingga menjabat

sebagai presiden keempat RI. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah:
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Greg Barton.3 Buku tersebut

membicarakan biografi seorang Gus Dur sejak dari kehidupannya di

pesantren hingga masa pemberhentiannya menjadi presiden.

2. Buku yang berjudul  “Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di

Indonesia: Studi Atas emikiran Gus Dur:4 Buku tersebut mengkaji

pemikiran Gus Dur mengenai formalisasi hukum Islam di Indonesia.

Menurutnya formalisasi hukum Islam tidak perlu. Akan tetapi yang

terpenting adalah bahwa praktik berbangsa dan bernegara hendaknya

mencerminkan ajaran-ajaran hukum Islam.

3. Beberapa tulisan mengenai Gus Dur yang tergabung ke dalam buku5 DI

dalam buku tersebut, mendiskusikan keadaan negara Indonesia pada masa-

masa transisi dari orde baru menuju era reformasi

4. Buku yang membahas gerakan politik kaum difabel, pada buku yang

berjudul, “MEMAHAMI PEMILU DAN GERAKAN POLITIK KAUM

DIFABEL”6 Buku ini membicarakan partisipasi kaum difabel dalam

proses pemilihan umum yang masih rendah.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, penulis tidak menemukan

adanya penelitian mengenai sosok Gus Dur dilihat dari sudut pandang

3 Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid,
(Yogyakarta: LkiS, 2002).

4 Abdul Ghofur, Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas
Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

5 Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid, Editor: Ahmad Suaedy dan Ulil
Abshar Abdalla, Cet 1. (Yogyakarta:  LkiS, 2000).

6 M. Syafi’i, Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel, (Yogyakarta:
SIGAB, 2014)
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difabilitas yang dialaminya,  yang mampu mengakses politik hingga menjabat

RI 1. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, karena kaum difabel merupakan

salah satu kaum yang termarginalkan dalam konteks perpolitikan di Indonesia.

Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan pada Gus Dur sebagai individu

difabel yang dapat diterima dalam ruang politik Indonesia. Dengan demikian,

objek kajian dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian

sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang banyak dipraktikkan di

berbagai negara. Hal tersebut disebabkan karena demokrasi mengandung

ide-ide persamaan dan kebebasan setiap individu. Pemahaman tersebut

didasarkan pada hakikat demokrasi yang memberikan peluang seluas-

luasnya bagi setiap warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya di

panggung-panggung politik, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan

demikian, negara bukan lagi hanya dimiliki oleh segolongan orang-orang

tertentu saja (oligarki/monarki), melainkan negara merupakan milik rakyat

atau milik bersama, yang masing-masing indifidu berhak untuk

mengaturnya dan berpartisipasi.

Lebih lanjut, secara teoritis, Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip

oleh Mahfud MD, mengatakan :

“A democratic political system is one is which public policies are
made on a majority basis, by representative subject to effective
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popular control at periodic election which are conducted on the
prinsiple of political equality and under condition of political
freedom.”7

Pernyataan tersebut bermakna bahwa demokrasi sebagai sistem

politik dibangun atas dasar prinsip persamaan, dan masyarakat sebagai

kelompok mayoritas merupakan pengontrol dari kebijakan-kebijakan yang

dihasilkan oleh pemegang kebijakan. Dengan demikian, jelas bahwa

demokrasi secara teoritis merupakan sistem politik yang menjunjung

tinggi hak-hak tiap-tiap indifidu dalam berpolitik dan masyarakat menjadi

pengawas dalam kegiatan berpolitik. Dengan demikian, jelas bahwa

demokrasi merupakan sistem politik yang menjunjung kebebasan individu,

termasuk orang-orang difabel dalam berpolitik, dan memiliki konsep

kesetaraan atau kesamaan (equality) dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Konsekuensi dari sebuah sistem demokrasi adalah siapapun

orangnya dan bagaimanapun kondisi orang tersebut, apabila ia mampu dan

tidak terhalang oleh prindsip-prinsip hukum yang berlaku, maka tidak ada

hambatan untuk berpartisipasi dalam politik. Kebebasan warga negara

untuk berpartisipasi politik merupakan salah satu wujud dari sistem yang

demokratis. Dengan sistem yang demokratis, maka akan terwujud suatu

keadilan. Keadilan mencakup dua hal, yaitu hukum dan hak. Hukum

menyangkut keadilan konstitusional dan legal, sedangkan hak menyangkut

7 Mo. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media,
1999), Hlm. 8.
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keadilan kontraktual, distributif, punitif serta korektif.8 Oleh sebab itu,

suatu keniscayaan bahwa demokrasi berpedoman pada prinsip-prinsip

konstitusionalitas, legalitas. Dengan kata lain, bahwa demokrasi suatu

sistem yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum atau ide kedaulatan

hukum (nomokrasi).

Selain itu, diskursus politik menandakan adanya kehidupan

demokrasi. Diskursus politik merupakan suatu kegiatan menilai,

mengkritik, menuntut kejadian-kejadian dalam politik praktis, yang

bertujuan untuk  langsung menilai, mempengaruhi, mempertahankan atau

mengubah keadaan dalam negara serta menanggapi langsung argumentasi

dan legitimasi yang diajukan oleh belbagai aktor politik di berbagai

lembaga negara.9

Sejarah panjang Indonesia telah membuktikan bahwa negara

Indonesia telah mempraktikkan berbagai macam istilah demokrasi. Seperti

demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila dan

sebagainya. Namun, pada hakikatnya demokrasi yang diinginkan bangsa

ini adalah demokrasi yang memberikan kebebasan dan hak-hak asasi

kemanusiaan.

Dari berbagai macam istilah demokrasi yang diterapkan di

Indonesia, maka peristiwa reformasi merupakan awal lahirnya demokrasi

8 Jean Baechler, Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis, Terj. Bern. Hidayat, (Yogyakarta:
Kanesius, 2001), hlm. 123.

9 Franz Magnis-Suseno SJ, Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis,  (Jakarta:
Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 3.
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yang sebenarnya. Reformasi merupakan sejarah tumbangnya masa orde

baru yang terkesan otoriter dan tidak demokratis. Selain ditandai dengan

tumbangnya masa Orde Baru, ditandai pula dengan terpilihnya Gus Dur

pada Pemilu tahun 1999  menjadi presiden keempat RI. Hal yang menarik

dari terpilihnya Gus Dur adalah bahwa demokrasi di Indonesia mulai

berkembang, karena dilihat dari perspektif difabilitas Gus Dur merupakan

model warga negara Indonesia yang mengalami difabilitas (kebutaan) dan

berhasil terpilih menjadi presiden, yang membuktikan bahwa masyarakat

memberi keprcayaan kepada Gus Dur.

Terlepas dari unsur-unsur politis, bukti bahwa seorang difabel

seperti Gus Dur dapat menjadi presiden merupakan awal sebuah praktik

demokrasi yang baik. Bila dikaji lebih mendalam, terpilihnya Gus Dur

dapat dikatakan bahwa akses politik bagi masyarakat difabel pun untuk

menjadi pejabat negara sangat terbuka. Namun, pada perkembangan

selanjutnya, praktik demokrasi yang terkait dengan hak-hak politik kaum

difabel masih sangat minim diperhatikan. Oleh sebab itu, demokrasi pasca

reformasi haruslah membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk difabel

dalam kancah perpolitikan. Hal ini terkait dengan partisipasi politik yang

dimiliki oleh setiap warga negara.

2. Konsepsi Disabilitas/difabilitas

Istilah disabilitas/difabilitas, berangkat dari pemahaman bahwa

manusia dilahirkan dalam bentuk yang sempurna dan tidak sempurna.

Kondisi manusia yang terlahir sempurna, maka disebut dengan manusia
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normal. Sedangkan manusia yang terlahir dalam kondisi cacat, maka

dianggap tidak normal. Kata “normal dan tidak normal” kemudian

berkembang menjadi istilah disabilitas. Disabilitas memiliki makna bahwa

manusia yang tidak sempurna secara fisik, tidak memiliki kemampuan.

Namun demikian, pemahaman selanjutnya adalah bahwa manusia difabel

dimaknai sebagai manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam

melakukannya.

Paradigma disabilitas, berubah dari medical model menjadi social

model. Dalam medical model atau medical paradigm, bahwa kondisi

manusia yang difabel dikarenakan faktor dirinya sendiri. Dalam arti bahwa

ketidak sempurnaan fisik manusia disebabkan dari orang difabel tersebut.

Berbeda halnya dengan model sosial, yang memiliki paradigma bahwa

kondisi difabel bukan dikarenakan dari diri orang difabel tersebut. Akan

tetapi, keadaan difabel tersebut dikarenakan oleh struktur masyarakat yang

tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang difabel tersebut,

sehingga menyebabkan seseorang menjadi difabel. Dengan demikian,

dalam konsep model sosial, struktur masyarakat harus mendukung

terciptanya masyarakat yang difabel menjadi tidak difabel.10

Berdasarkan konsep “disabilitas” tersebut, maka disabilitas

bukanlah menjadi halangan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan

adanya perubahan paradigma “medical model” menjadi social model”,

jelas bahwa disabilitas disebabkan bukan karena keholangan salah satu

10 Michel Oliver, Understanding Disability From Theory to Practice, (New York:
Palgrave, 1996), hlm. 32.
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fungsi dari panca indra seseorang, akan tetapi lebih pada struktur

masyarakat yang dapat menerima atau tidak menerima seseorang yang

mengalami difabilitas. Dalam konteks Gus Dur sebagai pejabat publik,

menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerima pemimpin yang

mengalami difabilitas, dan secara  kemampuan, Gus Dur mampu untuk

menjadi pemimpin publik.  Oleh sebab itu, kebijakan yang diskriminatif

terhadap partisipasi politik kaum difabel, baik itu dalam hal memilih

ataupun dipilih, secara filosofis melanggar hak asasi manusia, sedangkan

secara yuridis merupakan pelanggaran konstitusi “UUD 1945” dan

convension of rights person with disability (CRPD).

Terkait dengan partisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan

M. Nelson dalam “no easy choice” mengatakan :

“Political participation in developing countries by political
participation we mean activity by private citizens designed to
influence government decition making. Participation maybe
individual or collective, organaized, or spontaneous, sustained or
sporadic, peace full or violent, legal or illegal, effective or
ineffective.”11

Dengan demikian, partisipasi politik merupakan tindakan

mempengaruhi pemegang kebijakan untuk membentuk suatu kebijakan

yang manfaat dan adil bagi masyarakat. Hal tersebut memberikan peluang

yang besar dalam kehidupan demokrasi, bahwa sebagai masyarakat

minoritas, kaum difabel pun berhak untuk berpartisipasi dalam proses

11 Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in
Developing Countries, (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1977), hlm. 3.
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pembentukan kebijakan, yang bertujuan untuk membangun dan

mengembangkan negara agar lebih baik.

3. Konsep Kekuasaan Dalam Islam

Diskusi mengenai kekuasaan dalam Islam, tidak lepas dari tiga

aliran utama yang berkembang di kalangan pemikir muslim. Aliran

pertama menyatakan bahwa, Islam merupakan agama yang lengkap dan

sempurna, di dalamnya terdapat ajaran-ajaran mengenai kehidupan

manusia, termasuk diantaranya mengenai pengaturan kehidupan

bernegara. Aliran kedua menyatakan bahwa, Islam merupakan agama

dalam pengertian Barat, yaitu Islam tidak terkait dengan hal-hal

kenegaraan. Nabi Muhammad adalah Rasul biasa seperti Rasul-rasul

sebelumnya, yang memiliki tugas untuk mengajak umat manusia untuk

berpedoman pada ajaran-ajaran agama, dan Muhammad tidak

dimaksudkan untuk membentuk suatu negara dan mengepalainya.

Sedangkan aliran ketiga mengemukakan bahwa, di dalam Islam tidak

terdapat sistem ketatanegaraan atau sistem politik tertentu, namun Islam

memiliki seperangkat tata nilai dalam kehidupan kenegaraan. Pendapat

tersebut sekaligus menolak kedua aliran pertama dan kedua.12

Diantara persoalan kenegaraan yang menjadi perdebatan adalah

penerapan sistem politik demokrasi. Dalam memahami Islam dan

demokrasi, pemikir muslim pun memiliki pandangan-pandangan yang

berbeda. Perbedaan-perbedaan  pandangan tersebut didasarkan pada

12 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: “Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran”, Edisi Kelima,
(Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-2.
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konsep pemegang kedaulatan kekuasaan yang berbeda antara demokrasi

Barat dengan demokrasi Islam. Kedaulatan kekuasaan dalam demokrasi

Barat terletak pada manusia (rakyat), sedangkan kedaulatan kekuasaan

dalam Islam terletak pada Tuhan.

Perbedaan-perbedaan di atas merupakan manifestasi pemikiran dari

kalangan pemikir muslim untuk menjawab perkembangan pemikiran dunia

politik modern. Dari perdebatan-perdebatan yang ada, hal yang terpenting

adalah nilai-nilai substansi dari demokrasi tersebut. Hal tersebut sesuai

dengan kaidah ushulfiqh yang menyatakan al’ibrah fi al-Islam bil jawhar

laa bil madzhar, (dasar perjuangan dalam Islam dadalah substansinya

bukan pada formalitas). Dengan demikian, apabila nilai-nilai demokrasi

terdapat substansi ajaran Islam, maka ajaran demokrasi patut untuk

dipraktikkan.

Menurut Muhammad Yusuf Musa, bahwa sumber otoritas atau

kedaulatan berasal dari umat (rakyat) bukan dari penguasa. Karena pada

dasarnya penguasa merupakan orang-orang yang diberikan amanah untuk

menjadi wakil umat (rakyat) dalam hal menangani urusan agama dan

urusan lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.13

Menurut Huwaydi dan Muhammad Dhiya’ ad-Din Rais, ada

beberapa prinsip dasar pemerintahan yang bisa digali dari sumber-sumber

Islam, yaitu: 1) Keadilan dan musyawarah. 2) Kekuasaan dipegang penuh

oleh rakyat. 3) Kebebasan adalah hak bagi semua warga negara. 4)

13 Umarudin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi, Cet.
2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17.



16

Persamaan di antara sesama manusia, utamanya persamaan di depan

hukum. 5) Kelompok berbeda memiliki legalitas  atau keadilan untuk

minoritas keagamaan. 6) Undang-undang di atas segalanya. 7)

Pertanggunjawaban penguasa kepada masyarakat.14 Dengan demikian,

secara normatif, nilai-nilai substansi dari demokrasi di dalam Islam telah

ada.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan,

menggambarkan dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji

sekaligus mengintepretasikan dan menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan antropologi politik; yaitu suatu pendekatan  yang

didasarkan pada perkembangan budaya politik yang terjadi setelah

runtuhnya orde baru.

b. Pendekatan normatif; yaitu suatu pendekatan yang mengacu kepada

pendekatan yang memiliki basis komitmen keagamaan.15 Dalam hal ini

14Ibid., hlm 20-21.

15 Akh.  Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam : ”Teori, Metodologi dan
Implementasi”, Cet, Pertama, (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Perss, 2010), Hlm, 64.
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didasarkan pada teks-teks al-Quran maupun as-Sunnah, sebagai upaya

menemukan nilai-nilai substansi Islam atas demokrasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer,

sekunder, dan tertier.

a. Data primer ; adalah data utama yang dijadikan sumber informasi.

Data tersebut terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang

terkait dengan sosok Gus Dur dan kajian disabilitas/difabilitas.

b. Data sekunder ; adalah data yang dijadikan sumber kedua dalam

penelitian ini. Adapun data yang digunakan berupa wawancara dengan

politisi yang mengetahui kiprah Gus Dur selama menjadi presiden RI.

c. Data tertier ; merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Adapun

data tersebut adalah tulisan-tulisan yang bersifat informatif, baik

melalui media cetak maupun elektronik.

5. Analisis data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai

untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu,

sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang

permasalahan yang diteliti dan dibahas.16 Dalam penelitian ini penyusun

menggunakan analisis data yang meliputi: Induktif, yaitu metode berfikir

16  Suharsimi Arikumto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta,
1993), hlm. 205.
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dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur

persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.17

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bagian, yaitu: Bab pertama,

bagian ini merupakan bab pendahuluan dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

A. Latar Belakang

B. Pokok masalah.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian.

D. Telaah pustaka.

E. Kerangka teoritik.

F. Metodologi penelitian.

G. Sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi demokrasi dan disabilitas, yang terdiri dari :

A. Teori Demokrasi

1. Pengertian  dan Perkembangan demokrasi.

2. Praktik demokrasi era reformasi

B. Disabilitas Dalam Teori

1. TerminologiDisabilitas dan Difabilitas

2. Model-model Perspektif Disabilitas

3. Hak Politik Kaum Difabel di Indonesia

17 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.
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Bab ketiga, bab ini berisi partisipasi dan akseptabilitas kaum difabel

dalam demokrasi, yang terdiri dari:

A. Praktik Demokrasi Inklusif di Amerika Serikat.

1. Partisipasi Kaum Difabel di Amerika Serikat

2. Presiden Difabel di Amerika Serikat

B. Eksperimentasi Demokrasi Inklusif di Indonesia Studi Kasus

Kepresidenan Gus Dur.

1. Pemerintahan Transisional

2. Akseptabilitas Gus Dur Sebagai Kaum Difable Dalam Ruang Politik

Indonesia.

Bab keempat, bab ini berisi aksesibilitas difabel dalam demokrasi

inklusif, yang terdiri dari:

A. Demokrasi Dalam Islam

B. Pandangan Islam Terhadap Pemimpin Difabel

C. Konstruksi Demokrasi Inklusif TerhadapPemimpin Difabel Berbasis Nilai

Islam Dalam Konteks ke-Indonesiaan

Bab kelima, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari

kesimpulan dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan secara komprehensif,

maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akseptabilitas Gus Dur sebagai individu difabel dalam ruang politik

Indonesia didasarkan pada prestasi (merit system) yang dimiliki oleh Gus

Dur. Secara historis, bangsa Indonesia telah belajar bahwa kaum difabel

pun dapat menjadi seorang pemimpin publik. Terpilihnya Gus Dur

menjadi presiden yang keempat RI pada tahun 1999, menunjukkan bahwa

difabilitas Gus Dur tidak menjadi hambatan mutlak untuk memimpin

bangsa. Secara politis, akseptabilitas Gus Dur merupakan hasil konsolidasi

kekuatan-kekuatan elit politik yang tergabung ke dalam kubu poros

tengah. Kuatnya solidaritas dan kepetingan elit politik kubu tersebut, dapat

mengantarkan Gus Dur menduduki kursi kepresidenan. As}a>biyah elit

politik sangat menentukan keberhasilan dalam menduduki jabatan politik.

Sementara itu, sebagai pribadi yang mengalami difabilitas, Gus Dur

memiliki integritas dan kualitas diri yang tinggi. Berdasarkan praktik

kepeimipnan Gus Dur sebagai difabel, maka dapat dirumuskan prasyarat-

prasyarat bagi kaum difabel untuk menjadi pemimpin publik, yaitu: merit

system, akseptabilitas rasional, skill politik, dan memiliki kompetensi

manageriil.
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2. Konstruksi demokrasi inklusif berbasis nilai Islam dalam konteks ke-

Indonesiaan, didasarkan pada lima pilar, yaitu:

a. Humanisasi;

Memaknai kembali eksistensi manusia sebagai pemimpin di

muka bumi.

b. Liberasi;

Membebaskan manusia dari penindasan dan pandangan-

pandangan negatif dalam interaksi sosial. Sehingga dapat terbentuk

pandangan yang positif bagi kelompok termarginalkan, baik secara

struktur maupun kultur.

c. Transendensi;

Memaknai bahwa Tuhan sebagai Maha Pencipta, sehingga

seluruh ciptaannya diyakini adalah yang terbaik. Ketiga pilar diatas

disebut dengan misi sosial prophetic.

d. Masyarakat yang terbuka (inclusive society);

Yaitu sebuah tatanan masyarakat yang tidak lagi memandang

negatif terhadap manusia yang lain. Dengan demikian, tatanan sosial

politik dapat terwujud dengan baik, dan dalam konteks partisipasi

politik aktif, kaum difabel sebagai salah satu kelompok termarginalkan

tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki difabilitas, akan

tetapi kaum difabel dipandang memiliki integritas dan kualitas diri.

Sehingga pemilihan pemimpin didasarkan pada merit system, tidak
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lagi memandang kesempurnaan fisik. Inclusive society ini merupakan

hasil dari penerapan misi sosial profetik.

e. Assistant system;

Pelaksanaan demokrasi inklusif dapat terlaksana jika

aksesibilitas secara struktural juga mendukung. Dalam hal ini dapat

menggunakan sistem asistensi (assistant system), artinya ketika

seorang difabel menjadi pemimpin publik, maka dengan sendirinya

asisten tersebut dibutuhkan. Oleh karena itu, fungsionalisasi asisten

tersebut dapat diformulasikan ke dalam sistem demokrasi inklusif.

Selain itu, assistant system merupakan bentuk aplikatif dari demokrasi

inklusif, yang dapat diformulasikan ke dalam tata aturan perundang-

undangan. Terwujudnya demokrasi inklusif, maka individu difabel

sebagai insan politik, dapat berpartisipasi dalam kancah politik aktif.

Dengan demikian, hak-haknya sebagai insan politik tidak tereduksi,

bahkan terakomodasi dengan baik.

Kelima pilar di atas sangat relevan dengan kondisi bangsa

Indonesia, yang memiliki dasar dalam bernegara berupa Pancasila, dan

secara sosial masyarakat Inodnesia mayoritas beragama Islam. Dengan

demikian, internalisasi nilai-nilai substansi ajaran Islam, dapat

diimplementasikan dalam interaksi sosial antara masyarakat bawah dengan

masyarakat bawah, masyarakat bawah dengan elit politik, maupun elit

politik dengan elit politik.  Selanjutnya, demokrasi inklusif dapat

diwujudkan sesuai dengan ajaran Islam maupun falsafah Pancasila.
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B. Saran

Penelitian ini belum menyelesaikan problematika isu-isu difabilitas.

Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut terkait dengan politik dan kaum

difabel. Dalam kajian keislaman, isu difabilitas masih menjadi perhatian yang

minim dari kalangan intelektual muslim. Sementara di Indonesia pun kajian

politik difabel masih sangat minim ditemukan.

Oleh karena itu, ada bebarapa hal yang menjadi rekomendasi untuk

penelitian selanjutnya. Diantaranya: pemikiran ulama’ era klasik dan

pertengahan yang bias difabel, gerakan politik kaum difabel di negara-

negaraIslam, hak dipilih kaum difabel di Indonesia, difabel dan partai politik.

Tema-tema tersebut menurut penulis masih aktual dan relevan untuk dikaji.
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Lampiran I

TERJEMAHAN

No. Hlm Bab Fn Terjemahan

1. 114  IV 92 Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap
dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum
kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan).
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,
maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa
yang kamu kerjakan (Qs. An-Nisa (4): 135)

2. 116 IV 96 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-
kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah (5) : 8)

3. 124 IV 104 Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246].
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
(Qs. Ali Imran (3) : 159)

4. 129 IV 107 Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan
mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka;
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami
berikan kepada mereka. (Qs. Asy-Syura (42) : 38)



166

No. Hlm Bab Fn Terjemahan

5. 132 IV 111 Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-
Hujurat (49) : 13)

6. 135 IV 113 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat. (Qs. An-Nisa’ (4) : 58)

7. 139 IV 115 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nisa’
(4): 59)

8. 141 IV 116  Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa
yang tidak kamu ketahui."

(Qs. Al-Baqarah (2) : 30)

9. 142 IV 117 1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling

2. Karena telah datang seorang buta kepadanya
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No. Hlm Bab Fn Terjemahan

3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan
dirinya (dari dosa),

4. Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu
pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?

(Qs. Abbasa (80) : 1-4)
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